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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :a. baliwa sebagai tindak lanjut dengan ditetapkainnya Undang~undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daecrah maka perlu untuk melaksanakan pemungutan retribusi
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) ;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah vang hias, nyata
dan berlanggung jawab, maka perlu mengalur Relribusi Terupal
Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

. bahwa sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan

Peraturan Daerah Propmsi Daerah ‘l'ingkat | Nusa 'lenggara ‘Timur
tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahian/Villa.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun {958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 1649 ;

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 lentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 11 dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'ahun 1958 Nomor 122, 'l'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633)
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Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2104) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang I'okok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indnnesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara chubhk
Indonesia Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun (981 tentang Hukum Acara
Pidana {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

Undang -undany, Nomor 9 Tahun 1990 lenlang Kepariwisalagst
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

Undang-undang Nomoer § Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotathadya Daerah 'Tingkat [l Kupang (Lembaran Negara Republik
Indonesta Taliun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3633)

Undang~undang Nomor 18 Tahun 1997 teniang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3085) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan
sebagiatt Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisalaan
kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3144)

Peraturan Pemermtah Nomor 27 ''ahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-~undang Nowmor 8 Tahun 1981 fentang Iukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 8,
Tambahar Lembaran Negara Republbik Indonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 67  Tahum 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3658)

Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Refribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;

L
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Kepttusan Mentert Dalamm Negert Nomeor 22 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umumn inengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 'Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipl di
lingkungan Temterintali Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan .

Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 175 Tahun 1297
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Refribusi Daerah ;

. Kepulusan Menieri Dalam  Negeri Nomor 119 Tahun 1998

tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II ;

Reputusan Menter1 Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998
tentang Komponen Penetapan 'l'arit Retribusi ;

Instruksi Menleri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tenfang
Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/
PESANGGFAHAN/VILLA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pacal 1

Yalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Fropinsi Dacrah Tingkat T Nusa Tenggara Timur ;

Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur

Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Timur,

e
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d. Tempat  Penginapan/Pesanggrahan/Villa  adalah  tempat  penginapan/

n.

1t.

pesanggrahan/villa vang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (FD) dan Pihak Swasta;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Femeritah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta;

Retribusi l'empat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selamutnya dapat disebut
Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah
dan Fihak Swasta,

Surat Pendaftaran Obyek Reinbusi Daerah vang sclamjutnya dapat dasingkat
SPAORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
objek refribusi dan Wajib Retribusi sebagat dasar perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi
Daerah,; :

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan lagihan retribusi dan alau sanksi adminislrasi berupa bunga dan
atau denda,

Surat Ketetapan Refribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah Surat Keputusan yang menentukan yumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi vang terutang ataui
tidak seharusnya terutang;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKRDKE! adalah Surat Keputusan vang menentukan tambahan atas
jumlah Retribusi yang telah ditetapkan,

Villa adalah penginapan yang dibangun di atas pegunungan atau di pinggir pantai
yang dilengkapi kamar tidur dengan kamar mandi dalam, loby, dapur, gudang dan
garasi mobil yang biasanya digunakan untuk keluarga atau tamu tertentut dengan
tarif tertentu pula.

Fenginapan adalah bangunan yang terlelak di koia, pinggiran kola alau pedalaman
yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, kamar mandi dan hanya
menyediakan minuman saja yang dapat disewakan kepada tamu untuk jangka
waktu tertentu dengan tarif tertentu pula.

Pesanggrahan adalah bangunan dengan fasilitas penginapan amat sederhana yang
dapat digunakan untuk tamu dengan jangka waktu tertentu dengan farif tertentu
pula.



BAB {!
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggarahan/villa.

Pasal 3

(1) Objek retribusi  adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/
pesanggrahai/villa yang dimiliki dan atan dikclola olch Pemcrintah Dacrah;

(2) Tidak termasuk objek  retribusi  adalah pelayanan penyediaan  fasilitas
penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan
Daerah dan pihak swasta . '

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yvang menggunakan tempat
penginapan/pesanggrahan/villa

_BAB It
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan/Fesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi jasa
Usaha. ,

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasel 6
Tingkat penggunaan jasa dilutung berdasarkan jangka waktu dan jenis pemakaian
penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

BAB ¥

PRINS!P, SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasa! 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarit retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.



BAE VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, kelas
dan jangka wakivu pemakaian.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai
berikut :

a. Penginapan

a. 1. Kamar Kelas | Rp. 50.000/hari/orang
4. 2. Kamar Kelas 11 Rp. 40.000/hari/orang
a. 3. Kamar Kelas III Rp. 30.000/hari/orang
b. Pesanggrahan
b. 1. Untuk Mahasiswa NTT Rp. 50.000/orang/bulan
b. 2. Untuk pemakai lainnya Rp. 20.000/hari/orang
c. villa Rp. 25.000/hari/bangunan
BAB ViI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasel 9

Relribusi vang lerulang dipungul di dalam wilayah lempal pelayanan penyediaan
tempat pengmmapan/pesanggrahan/villa diberikan.

BAE viil

SAAT RETRIBUS! TERUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakart.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal tt
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
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(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus dusi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyammpaian SPAORD sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal iru ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUS!

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Daerah ini ditelapkan Reiribusi lerulang dengan menerbilkan SKRD alau
dokumen lain yang dipersamakan. -

{2) Apabila  berdasarkan  hasil  pemeriksaan ditemukan data baru vyang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan
SKRDKBT,

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan SKRDKBT sebhagaimana
dimaksud pada Ayat (2) pasal i1 ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB XIi
TATA CAKA PEMUNGUTAN

Pesal 13
(1) Pemungutan reiribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKB'T'.

BAR (I
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Relribusi yang terutang dilunasi selambal-lambainya 15 (Litma belas) hari sejak
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran reiribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.
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BAE Xill
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yvang dipersamakan,
SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atan kurang dibayar oleh
Wajib Retribusi dapat ditagih melalm Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
{(BUPLN).

Penagihan refribust melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Perundang -undangan yang berlaku

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 16

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
pejabat yvang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan
yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribust mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib
Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan refribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling fama 2 (dua) bulan sejak
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa
jangka wakiu 1tu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertunbangkan.

Pengajuan keberatan tdak  menunda kewajiban membayar refribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Passl ¢7

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan vyang
diajukan.
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(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima selurithnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini telah lewat
dan Kepala Dacrah tidak memberikan suatu kepufusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran refribusi Wajib Retribust dapat menga)ukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama G (enam) bulan sejak
diterimanva permohonan kelebihan pembayaran retribusi  sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal in1 harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wakiu scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian  kelebihan refribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLD harus
diferbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang laimnya, kelebthan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud  pada
Ayat (1) pasal imi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLD.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran relribusi dilakukan selelah lewal
Jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembavaran kelebihan retribusi.

Pasal 19
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-~kurangnva menvebutkan :
a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
b. Masa Retribusi.
¢. Besariiya kelebihan penibayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas,

(2} Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atan bukt penerimaan kiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dacral.

L~
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Pasal 20

(1) Pengembalian keiebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribust

lainnya scbagimana dimaksud pada Pasal 18 ayal (4) Peraturan daeral i,
pembayaran  dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan  bukh
pemindahbukuan juga berlaku sebagi bukt pembayaran

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSH

Pasal 21

Kepala Daerah dapat memberkan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribrsi.

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal 1
dapai dibervikan kepada Wajib Refribnst andara laiti peacinfa atam /pramuka.

Tata cara nengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Repala Dacrait.

BAB RVii -
KEDALUWARSA FENAGIHAN

fasel 22

Hak untuk melakukan penagithan retribusi, kedaluwarsa setelah melampawi

jangkKa wakmu 3 \ngd) tahun teridmung sejak saar werutangyya retribusi, kecuali

apabila Wajib Retribust melalukan tindak pidana dibidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagmmana dumaksud padic Ayat (1) pasal ind
tertangguh apabila

a. diterbitkan Surat Teguran atan
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung mauptn
tidak langsung.
BAB XVIIi

KETENTUAN PIDANA
Pasai 23

Waiih Retribust yang fidak melsksanakan kewaiibanuya sehingga merugikan
kenangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atan
denda paling banyak 1 fempat) kali jumlal retribust terutang.

{2} Tindak pidana yang dimaksud pada Ayal (1) pasal ind adalah pelanggaran,

>
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BAB XIX
PENYIDI KAN
rassl 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang Khusus sebagad Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukiun Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal wm adalah :

menerima, wmencari, mengumpulkan dan menelih keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidany Relribusi Daerah alau keierangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

menelitz, mencart don mengumunllan keterengar mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yvang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Retribust Daeraly,

meminta keterangan dan bahan bukfi dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindalk prdana ¢ hidang Retribue: Daerals,

memeriksa  huku-buku, catatan-catatan  dan  dokumen-dokumen lain
berkenaair deigan tndak pidari dividany, Keinbusi Caerab,

melakukan penggeledahan uniuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatai dan dokumen-dokuien lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

memrita Daniuan lenaga ahb dalam rangka pelaksanaan tugas penvidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah;

menyurin berhenti dan alau nielarang seseoraiig meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokuren yany dipawa scbagaimana dimaksud pada Huruf ¢
ayat inz,

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
memanggil orang untuk didengar Kketerangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau sakst,

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dJdi bidang Reiribust Daerah  menural hukwm  yang  dapal
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Unium sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-~undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hulum Acara Pidana,

2
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pacel 25
Ilal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 1999

\

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor .................

IDhrundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

gt l + .
.
NOMOr © ..crivrviivrinennnns Fanggal .....cccovvveivvincerenvenns Ser1 B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

IR. SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NiP. 620005096




PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT i
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/YILLA

|. PENJELASAN UMM

Dalam rangka mewujudkan pengembangan eckonomi daerah, maka
Pemerirtali senantiasa berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan
menggali potensi~-potensi daerah dari sektor pajak dan retribusi agar dapat
mcnopang peningkatan pendapatan asli dacrah sendiri

Bahwa scktor pariwisata merupakan salah satu sekior andalan vang dapat
menjanjikan devisa Negara maupun Daerah di tuar sektor pajak.

Scjalan dengan pongembangan pariwisata dimaksud, maka Dacrah Nusa
Tenggara Timur yang memiliki keindahan panorama serta kebudayaan vang
beraneka ragam, perlu penyediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang
r pada setiap obyek pariwisata guna menarik

Sehubungan dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1997 leniany Relribust Daerah, maka Relribusi Tempal Fenginapan/
Pesanggrahan/Villa merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha.

Bahwa schubungan dengan itu, maka perlu menectapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,

[ Il PENJELASAN PASAL DEM! PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
laintiya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerali dengan
nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi yang
sejenus, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta
Bentuk Badan Usaha Lainnya.

.




Pasal 5 s/d 7

Pasal 8

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 9 dan 10
Pasal 11

Pasal 12 s/d 14
Pasal 15

Ayal (1)

Avat (2)

Pasal 16
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 17 s/d 23

Pasal 24
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 23 dan 26 :

yang

Cukup jelas.

Cukup jelas
Kamar-kamar pada Wisma Pemda NI1T
termasuk Kategori kamar kelas 111

di  jakarta

: Cukup jelas

Wajib Reiribusi adalah orang pribadi atauv badan yang
mentirut  Peraturan  Perundang-undangan  refribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Cukup jelas.

Surat Kepulusan Keberalan adalah Surai Kepulusan alas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain vyang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLR yang diajukan oleh
Wajib Retribusi

: Cukup felas.

: Cukup jelas,

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan
terjadi  yang tidak dunginkan {ctapi terjadi olch
karena pengaruh alam dan situasi tertentu.

Cukup jelas

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas {ertentu
dibidang Retribusi [Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan Dacrah yang berlaku.

Penyidik di bidang retribusi adalah Pejabat Pegawai
Negari Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan
Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

Cukup jelas

Cukup jelas



